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Mengingat 

I 
I 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YJ G MAHA ESA 

WALi KOTABAUl U, 

: a. bahwa sehubungan deng Fleksibilitas Badan Layanan 
U mum Daerah dalam k1 giatan operasional yang dapat 
memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan 
peningkatan pelayanan pada masyarakat serta tidak 
menganggu likuiditas keuangan dengan tetap 
memperhatikan rencana engeluaran, BLUD RSUD Kota 
Baubau dapat mengelol Piutang dan Utang/pinjaman 
untuk melakukan Perikat pinjaman dengan pihak lain; 

b. bahwa agar pelaksan I nya berjalan tertib, efisien, 
ekonomis, transparan ct8;} bertanggungjawab sebagaimana 
dimaksud dalam hurufl a, perlu adanya pengaturan 
mengenai pengelolaan Ut g/Pinjaman Rumah Sakit Umum 
Daerah; 

c. bahwa berdasarkan perti bangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Wall Kata tentang Pengelol an Piutang dan Utang/pinjaman 
Badan Layanan Umum Da~ ah RSUD Kota Baubau; 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undani Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Bau-I au (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 4 mor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesi4 omor 4120); 

3. Undang-Undang Nomor 1' Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Le aran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); sebagaim · a telah diubah beberapa kali 
terakhir · dengan Undang- ndang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi P aturan Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indon ia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6736); 

PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG/PIN MAN PADA BADAN LAYANAN 
I UMUM DAERAH RSUD KO A BAUBAU 

I 

TENT ANG 

PERATURAN WALi KOT I BAUBAU 

NOMOR: lJ TAHU 2023 

WALi KOTA BAUB 
PROVINSISULAWESITE GGARA 



or 56 Tahun 2018 tentang 
Negara Repu blik Indonesia 

Tambahan Lembaran Negara 
79); 
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9. Peraturan Pemerintah No 
Pinjaman Daerah (Lembari 
Tahun 2018 Nomor 248, 
Republik Indonesia Nomor 6 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 No or 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia omor 4355); sebagaimana telah 
diubah beberapa kali ter ir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 t tang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Ne ra Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 246, Tambili Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6736); 

5. Undang-Undang Nomor 36 ahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran ~ gara Republik Indonesia Nomor 
5063); sebagaimana telah ~iubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang ~ mor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Peme tah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 ten g Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lemb an Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lerno ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244,I Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomd 5587); sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, te khir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 entang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Und g-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menj i Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik IndoneJi Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah No Tahun 2005 tentang 
I 

Pengelolaan Keuangan Bad Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik IndoneJi Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Neg! a Republik Indonesia Nomor 
4502); sebagaimana tel diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tah~ 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah No or 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Ba1 n Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesi Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Norn 14 Tahun 2005 tentang Tata 
Cara Penghapusan Piu g Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indone ·a Tahun 2005 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Neg a Republik Indonesia Nomor 
4488); sebagaimana tel diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 35 Tahu 2017 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Pemerintah omor 14 Tahun 2005 tentang 
Tata Cara Penghapusan Piu g Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonei Tahun 2017 Nomor 201, 
Tambahan Lembaran Repu blik Indonesia 
Nomor6119); 
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jutnya disingkat BLUD adalah 
teknis dinas atau badan daerah 

asyarakat yang mempunyai 
gan sebagai pengecualian dari 

3. Badan 
1Layanan Umum Daerah yang sel 

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksan 
dalam ) memberikan pelayanan kepada 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keu 
ketentuan pengelolaan daerah pada umum 

4. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layan~ mum Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPK BLUD adalah pola pengelola keuangan yang memberikan 
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk mend apkan praktek bisnis yang sehat 

I 

Dalam Peraturan W ali Kota ini, yang dimaksud engan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota 
2. Wali Kota adalah Wall Kota Baubau. 

Pasal 1 

BAB! 
KETENTUAN UM M 

10. Peraturan Pernerintah NJ or 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Da ah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 N mor 42, 1 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia omor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam egeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Ind nesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Menteri Keuan an Nomor 220/PMK.05/2016 
tentang Sistem Akuntansi !; an Pelaporan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Berita NJ ara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 2142); seb~ aimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keua gan Nomor 42/PMK.05/2017 
tentang Perubahan atas Per turan Menteri Keuangan Nomor 
220/PMK.05/2016 tentang istem Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 7 No~ r 400); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan mum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 18 Nomor 1213); 

14. Peraturan Wali Kota Baub~ Nomor 29 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntansi Pemerints Kota Baubau; 

15. Peraturan Wali Kota Baub! Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Kebijakan Akuntansi Fernet tah Kata Baubau; 

16. Peraturan Daerah Kota aubau Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan usunan Perangkat Daerah Kota 
Baubau (Lembaran Daerah ota Baubau Tahun 2016 Nomor 
5); sebagaimana telah diub dengan Peraturan Daerah Kota 
Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Norn r 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susuna.A Perangkat Daerah Kota Baubau 
(Lembaran Daerah Kota Bat au Tahun 2021 Nomor 2). 

MEMUTUSKAJ: 

: PERATURAN WALi KOTA TE~ ANG PENGELOLAAN PIUTANG 
DAN UTANG/PINJAMAN BAD N LAYANAN UMUM DAERAH 
RSUD KOTA BAUBAU. 

Menetapkan 
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I 
untuk I meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum ncerdaskan kehidupanbangsa, 
sebagai \ pengecualian dari ketentuan pen . lolaan keuangan daerah pada 
umumnya. 

5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau ng selanjutnya disingkat RSUD 
Kota Baubau adalah Rumah Sakit milik Pem intah Kota Baubau yang sudah 
ditetapkan sebagai Badan Layanan Umul Daerah (BLUD) dalam status 
pen uh 

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit mum Daerah Kota Baubau 
dan/ atau Pemimpin BLUD yang secara tekri s medis dan teknis operasional 
bertanggungjawab pada W ali Kota. I 

7. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya d sebut Dewan Pengawas adalah 
suatu unit nonstruktural yang bersifat i1 ependen bertugas melakukan 
pengawasan, memberikan rekomendasi, pen apat, masukan, serta penilaian 
terhadap pengelolaan BLUD dan bertanggunf jawab kepada Wali Kota. 

8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelola keuangan atau barang BLUD 
pada batas tertentu yang dapat dikecu · 1 dari ketentuan yang berlaku 
um um. I 

9. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD 
dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat 
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan eraturan perundang-undangan 
yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 

10. Penghapusan piutang adalah piutang y g dihapuskan karena tidak 
mungkin akan tertagih dalam jangka waktu y g telah ditentukan 

11. Utang/pinjaman BLUD yang selanjutnya tl sebut utang/pinjaman, adalah 
semua transaksi yang mengakibatkan BLU menerima sejumlah uang atau 
menerima manfaat yang bemilai uang d i pihak lain sehingga BLUD 
tersebut dibebani kewajiban untuk membay I kembali. 

12. Utang/pinjaman jangka pendek adalah me, pakan utang/pinjaman BLUD 
dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 ahun terhitung sejak tanggal 
transaksi. 

13. Utang/pinjaman jangka panjang adalah m~ pakan utang/pinjaman BLUD 
lebih dari 1 tahun terhitung sejak tangg I penandatanganan perjanjian 
pinjaman. 

14. Penanggung Utang kepada BLUD yan untuk selanjutnya disebut 
Penanggung Utang adalah Badan atau Or • g yang berutang kepada BLUD 
menurut peraturan, perjanjian atau sebab a pun. 

15. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yangs anjutnya disingkat RBA adalah 
dokumen perencanaan bisnis dan anggar , tahunan yang berisi program, 
kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. 

16. Laporan keuangan terdiri dari laporan ne~ ca, laporan arus kas, laporan 
realisasi anggaran, catatan atas laporan ke~ ngan, laporan operasional, dan 
laporan perubahan ekuitas. !. 

17. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjut ya disingkat RSB BLUD adalah 
dokumen lima tahunan yang memuat i isi, Misi, Program strategis, 
pengukuran pencapaian kinerja dan arah ke ijakan opersional BLUD. 

18. PejabatjPengelola Keuangan Daerah yang s anjutnya disebut PPKD adalah 
Kepala :Satuan Kerja Pengelola Keuangan aerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan keuangan d rah dan bertindak se bagai 
Bendahara Umum Daerah. 

19. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan yang bertanggung jawab 
terhadap kinerja operasional BLUD yang erdiri atas pimpinan, pejabat 
keuangan dan pejabat teknis. 
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Piutang dan utang/pinjaman dilaksanakan den . prinsip sebagai berikut: 
a. taat pada peraturan perundang-undangan; 
b. transparan; 
c. akuntabel; 
d. efisien dan efektif; 
e. bertanggung jawab; 
f. dapat rn'.emberikan nilai tambah sesuai deng prinsip bisnis yang sehat;dan 
g. ada laporan secara berkala. 

I 

Pasal 3 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

BAB III 
PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTA G/PINJAMAN BLUD 

i adalah sebagai pedoman dan 
melaksanakan piutang dan 

ningkatkan kualitas pelayanan 

( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan W ali Kota i 
acuan bagi RSUD Kota Baubau untu 
utang/pinjaman kepada pihak lain guna 
kepada masyarakat. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Ko ini adalah untuk mengatur 
pengelolaan piutang dan utang/pinjaman SUD Kota Baubau agar tidak 
mengganggu kelancaran likuiditas dan sol J · bilitas keuangan BLUD dalam 
rangka peningkatan pelayanan dan pendapat n BLUD 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJ AN 

I 

I 
I 

20. Pejabat jPengguna Anggaran atau Pejabat P gguna Barang adalah Pejabat 
pemegang kewenangan pengguna anggar~ atau pengguna barang untuk 
melaksa!nakan tugas pokok dan fungsi yang cft pimpinnya. 

21. Rekenin~ Kas BLUD adalah rekening tempaJ penyimpanan uang BLUD yang 
dibuka oleh Direktur pada Bank umurn untuk menampung seluruh 
penerimaan pendapatan dan pembayaran pe ~ eluaran BLUD. 

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD y g selanjutnya disingkat DPA­ 
BLUD adalah dokumen yang memuat pen · patan dan belanja yang akan 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggat oleh BLUD-RSUD. 

23. Pendapatan adalah semua pemasukan dal bentuk kas dan tagihan BLUD 
yang menambah ekuitas dana lancar dalam eriode anggaran bersangkutan 
yang tidak perlu dibayar kernbali. 

24. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang engurangi ekuitas dana lancar 
untuk rnemperoleh barang dan/ a tau jasJ untuk keperluan operasional 
BLUD. I 

25. Belanja adalah semua pengeluaran dari y kening kas yang mengurangi 
ekuitas dana lancar dalam periode tahun an aran bersangkutan yang tidak 
akan diperoleh pembayaran kembali oleh BL I D. 
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Jenis piutang pada BLUD dikelompokan menjadk 
1) Piutang ;pelayanan, antara lain: 

a. Piutang umum atau perorangan 
b. Piutang badan dan/atau lembaga: 

1. Piiitang jaminan sosial; 
2. Piutang jaminan perusahaan; 
3. Piutang jaminan asuransi;dan 
4. Piutangjaminan lainnya. 

2) Piutang .pelayanan lainnya; 
3) Piutang rron pelayanan, antara lain: 

a. Piuta'ng pegawai atau karyawan; 
b. Piutang sewa;dan 

I 
c. Piutang lainnya. 

I 

' '- 

Paragraf 2 
Administrasi dan Pengeloll Piutang 

Pasal 5 

Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonom~ , transparan dan bertanggung 
jawab serta dapat memberikan nilai tambah, se uai dengan prinsip bisnis yang 
sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan pel' dang-undangan. 

Pasal 6 

(1) BLUD melaksanakan penagihan piutang se elah penyerahan barang, jasa 
dan/ata;u transaksi dilaksanakan sesuai per, uran yang berlaku. 

(2) Untuk melaksanakan penagihan piutang se agaimana dimaksud pada ayat 
( 1), BLUD menyiapkan bukti dan J ministrasi penagihan serta 
menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD.J 

(3) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud · da ayat (2), yang sulit ditagih 
dapat dilimpahkan penagihannya kepada · i Kota dengan dilampiri bukti 
yang valid dan sah sesuai dengan peraturan g berlaku. 

I Paragraf 3 
Jenis Piutang 

Pasal 7 

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakJ kan penatausahaan keuangan 
salah satunya yaitu piutang. • I 

(2) BLUD mengelola piutang sehubungan dea an penyerahan barang, jasa 
dan/atau transaksi yang berhubungan lade sung maupun tidak langsung 
dengan kegiatan BLUD. 

Bagian Kedua 
Piutang BLUD 

Paragraf 1 
Um um 

Pasal 4 
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(1) Usulan ·penghapusan secara bersyarat a piutang BLUD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampai an secara tertulis kepada Wali 
Kota dengan dilampiri dokumen paling sedi · 
a. daftar nominatif Penanggung Utang; 
b. laporan proses penagihan;dan 
c. surat pertimbangan penghapusan secar bersyarat atas piutang BLUD 

dari instansi yang berwenang. 
(2) Usulan I penghapusan secara mutlak ata piutang BLUD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan s elah lewat waktu 2 (dua) tahun 
sejak tanggal penetapan penghapusan sec a bersyarat dan disampaikan 
secara tertulis dengan dilampiri dokumen p · g sedikit: 
a. daftar nominatif Penanggung Utang; 
b. laporan proses penagihan; 
c. surat penetapan penghapusan secara bersyarat atas piutang yang 

diusulkan untuk dihapuskan secara mutl ;dan 
I 

Pasal 10 

Paragraf 5 
Penghapusan Piu 

Pasal 9 

(1) Piutang BLUD dapat dihapus secara mutlak a u bersyarat. 
(2) Penghapusan piutang secara bersyarat sebaJ imana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan penghapusan piutang BLUI dari pembukuan BLUD tanpa 
menghapus hak tagih BLUD. 

(3) Penghapusan piutang secara mutlak sebags mana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan dengan penghapusan hak tagih BI D. 

(4) Penghapusan piutang sebagaimana dimaks d pada ayat (3) hanya dapat 
dilakukan setelah piutang BLUD diurus sec , optimal oleh Wali Kota sesuai 
yang dimaksud pada Pasal 6 dalam peratura , 

Paragraf 4 
Penyisihan Kerugian Pr tang 

Pasal 8 

(1) Penyisihan kerugian piutang dilakukan terH dap piutang yang tidak dapat 
tertagih. I 

(2) Penyisihan kerugian piutang sebagaimana di aksud pada ayat (1) ditetapkan 
berdasarkan penggolongan kualitas piutang, bagai berikut: 
a. kualitas lancar, apabila belum dilaku I n pelunasan sampai dengan 

tanggal jatuh tempo ditetapkan sebesar O % (nol koma lima persen); 
b. kualitas kurang lancar, apabila dalam [angka waktu 1 (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal surat tagihan pe ma tidak dilakukan pelunasan 
ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);I 

c. kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung 
sejak tanggal surat tagihan kedua tidak ~ ilakukan pelunasan ditetapkan 
sebesar 50% (limapuluh persen);dan 

d. kualitas macet, apabila dalam jangka aktu 1 (satu) bulan terhitung 
sejak tanggal surat tagihan ketiga dan se1 ara komunikasi langsung tidak 
dilakukan pelunasan atau piutang telah J serahkan kepada instansi yang 
menangani pengurusan piutang Negara d! etapkan sebesar 100% (seratus 
persen). I 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanis berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan y 



pada ayat (1) dapat berupa: 

RSUD Kata Baubau untuk 
elayanan kepada masyarakat 
aran. 

ari perikatan pinjaman jangka 
u modal. 

a ayat (3) terlebih dahulu wajib 

pada ayat (1) merupakan 
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(1) Utang/pinjaman dapat dilakukan oleh 
memberikan manfaat bagi peningkatan 
dengan tetap memperhatikan rencana penge 

(2) Utang /pinjaman sebagaimana yang dimaksu 
a. utang/pinjamanjangka pendek;dan 
b. jangka panjang. 

Paragraf 2 
J enis Utang/Pinja an 

Pasal 13 

(5) Utang/jiinjaman sebagaimana dimaksud 
utang/pinjaman BLUD dalamjangka waktu. 

' 
(6) Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal 

panjang hanya untuk pengeluaran investasi 
(7) Utang /pinjaman sebagaimana dimaksud pa 

mendapatkan persetujuan Wali Kota. 

(1) Utang/pinjaman BLUD dilakukan sehubun dengan kegiatan operasional 
darr/atau perikatan pinjaman dengan pihak l ln. 

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha 
dalam negeri baik berupa lembaga keu I gan perbankan maupun non 
perbankan dan perorangan sesuai dengan ke ntuan. 

(3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dapat berupa 
utang/pinjaman jangka pendek kurang d · 1 (satu) tahun dan pinjaman 
jangka panjang lebih dari 1 (satu) tahun t hitung sejak tanggal transaksi, 
serta tidak boleh melebihi kuasa kerja Direkt 

(4) Pemanfaatan utang/pinjaman yang berasal ari perikatan pinjaman jangka 
pendek hanya untuk biaya operasional ermasuk keperluan menutup 
defisitkas. 

Pasal 12 

Piutang BLUD yang dapat dihapuskan dari pe ukuan BLUD dan Pemerintah 
Daerah adalah: I 
a. Piutang BLUD yang umumya lebih dari 5 (liIIJ: ) tahun;dan 
b. Penghapusan piutang sebagaimana dimaksu<fl dalam Pasal 9. 

Bagian Ketiga l 
U tang/ Pinjaman B D 

Paragraf 1 
Um um 

Pasal 11 

d. surat pertimbangan penghapusan sec a mutlak atas piutang dari 
instarisi berwenang. 

(3) Pengajuk usulan dan permintaan surat pe imbangan mengikuti peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Penetapan penghapusan secara bersyara atau mutlak piutang BLUD 
dilakukan sesuai dengan peraturan perund 1 -undangan yang berlaku. 
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pada ayat ( 1) hanya dapat 
nuh. 

atas namanya sendiri sesuai (1) BLUD : dapat melakukan utang/pinjam~ 
kebutuhan. 

(2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud 
dilakukan oleh BLUD dengan status BLUD 

Paragraf 3 
Persyaratan Utang/pt jaman 

Pasal 16 

yang bersumber dari 
lembaga keuangan perbankan 
esuai dengan ketentuan yang 

(1) Utang/pinjaman jangka panjang adalah 
badan iusaha dalam negeri baik berupa 
maupun non perbankan dan perorangan 
berlaku. 

(2) Prosedur utang/pinjamanjangka panjang di}. kukan dengan tahapan sebagai 
berikut: I 
a. Direktur mengajukan usulan kepada Waf Kota;dan 
b. usulan sebagaimana dimaksud pada huri fa berupa studi kelayakan. 

(3) Isi stud} kelayakan sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf b, sekurang­ 
kurangnya memuat tentang: 
a. lata!r belakang; 
b . I . tujuan; 

I c. manfaat; 
I d. aspek pasar; 

e. aspek organisasi dan sumber daya man ia; 
f. aspek telmis; 
g. aspek keuangan: jumlah kebutuhan tang/pinjaman, jangka waktu, 

kemampuan pembayaran, Internal Rate j Return (IRR);dan 
h. kesimpulan. 

(4) Studi Jelayakan sebagaimana dimak:sud p a ayat (2) huruf b dapat diganti 
dengan proposal sesuai dengan ketent an dan persyaratan pemberi 
utang/pinjaman. 

Pasal 15 

Utang/pinjaman jangka pendek BLUD meliputi: 
a. Utang/pinjaman terkait dengan uang yang disebut utang/pinjaman atau 

kredit bank, adalah kewajiban kepada pih · bank atau lembaga keuangan 
yang akan dibayar atau diselesaikan dalarn eriode tidak lebih dari 1 (satu) 
tahun atau 1 (satu) siklus normal operasion BLUD, yang digunakan untuk 
pelaksanaan kegiatannya; I 

b. Utang/pinjaman terkait dengan proses pk gadaan barang/jasa, disebut 
utang/P,injaman usaha/utang supplier, yait I kewajiban yang timbul karena 
pengadaan kebutuhan persediaan atau invf tasi, penerima jasa pelayanan 
dan pelayanan lainnya untuk pelaksanaan kj iatan BLUD; 

c. Pendapatan diterima dimuka, yang mer · akan kewajiban yang timbul 
karena penerimaan uang dari pengguna jasa oleh BLUD sebagai titipan atau 
jaminan atas pelayanan pelaksanaan aktivid lainnya; 

d. Utang pajak yaitu pajak yang harus diba~ oleh BLUD dan yang sudah 
dipungut BLUD tetapi belum disetorkan ke kr. s negara/ daerah;dan 

e. Beban yang masih harus dibayar adalah i ban yang telah diakui hingga 
tanggal laporan posisi keuangan tetapi dok men penagihan belum diterima 
dan dibayar. 

Pasal 14 
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I 
(1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan laP. ran bulanan kepada Direktur 

mengenai realisasi penyerapan dan pemb I aran kewajiban yang timbul 
akibat utang/pinjaman jangka pendek maup jangka panjang. 

(2) Pejabat Teknis BLUD menyampaikan lapo bulanan kepada Direktur 
mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pi aman Jangka Pendek maupun 
Jangka Panjang 

Pasal 20 

I 

(2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan ang lambat atau penyerapan 
utang/pinjaman yang rendah, Direktur meng bil langkah penyelesaian. 

(3) Direktut melakukan evaluasi kinerja ! giatan yang didanai dari 
utang/pinjaman paling sedikit setiap s ester berdasarkan sasaran 
dan/ atau standar kinerja yang telah ditetap 

I 

( 1) Direktur melakukan monitoring dan evalu 
utang/ pinjarnan jangka pendek dan jangka p 

atas pengelolaan 

( 1) Kewenangan atas pelaksanaan utang/ pin jam n jangka pendek sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13, berupa pinjama1 dari lembaga keuangan Bank 
atau Noh Bank diberikan oleh: 
a. Direktur untuk peminjaman yang bernil · sampai dengan 10% [sepuluh 

persen} dari jumlah pendapatan BLUD t I un anggaran sebelumnya yang 
tidak bersumber dari APBD dan hibah tei at; 

b. Direktur atas persetujuan Dewan Peng was untuk peminjaman yang 
bernilai diatas lOo/o (sepuluh persen) s pai dengan 15% (lima belas 
persen} dari jumlah pendapatan BLUD t~ un anggaran sebelumnya yang 
tidak bersumber dari APBD dan hibah tery at;dan 

c. Direktur atas persetujuan Wali Kota Uf uk peminjaman yang bernilai 
diatas 15% (lima belas persen) dari ju lah pendapatan BLUD tahun 
anggaran sebelumnya yang tidak bersumJ1 r dari APBD dan hibah terikat. 

(2) Terhadap pengajuan utang/pinjamanjangka endek BLUD, persetujuan Wali 
Kota diberikan setelah diketahui oleh Kepala atuan Kerja Perangkat Daerah 
yang bersangkutan yaitu Dinas Kesehatan Ko a Baubau. 

(3) Jangka waktu utang/pinjaman yang dilaksari kan tidak boleh melebihi batas 
masa kerja Direktur yang menandatangi um1 /pinjaman tersebut. 

Paragraf 5 T. I 
Monitoring dan Evaluasi U g/pinjaman 

Pasal 19 

Pasal 18 

Pasal 17 

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam me kukan utang/pinjaman jangka 
I pendek adalah: 

a. kegiatan yang bersifat mendesak dan tid dapat ditunda;dan 
b. saldo kas dan setara kas BLUD tidak encukupi atau tidak memadai 

untU:k membiayai pengeluaran anggaran un berjalan. 
(2) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam me kan utang/pinjaman jangka 

panjang adalah modal yang akan dibiay 1' dari utang/pinjaman jangka 
panjang harus dimuat dalam Rencana Strate is Bisnis BLUD. 

Paragraf 4 
KewenanganAtas Pelaksanaan 
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Pj. SEKRETARIS DAERAH, 

.2 ~~ J - 

~ ~~liwvf°E~~ ~ 
I - 

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 J MOR .ef./ 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, 10 A6CJ51Cl5 2023 

AHMAD MONIANSE 

WALI OTABAUBAU, 

Diteta kan di Baubau 
pada f ggal, \0 A<5c,~11JS 2023 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tangg diundangkan. 
I 
kan pengundangan Peraturan 

Daerah Kota Baubau. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin 
W ali Kota ini dengan penempatannya dalam Berl 

Pasal 22 

Pasal 21 

(1) BLUD dapat mengajukan perubahan 1 egiatan yang didanai dari 
utang/pinjaman jangka panjang setelah dit· ukan evaluasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan ke ntuan sesuai dengan kegiatan 
yang tercantum dalam RBA. 

(2) Apabila kegiatan sebagaimana dimaksud pad ayat (1) tidak sesuai dengan 
RBA, maka harus dilakukan Perubahan RBAll 

BABV 
KETENTUAN PENU P 

(3) Pelaporan utang/pinjaman merupakan bagi dari laporan keuangan BLUD. 
(4) Dewan I Pengawas BLUD melakukan me itoring :dan evaluasi atas 

pengelolaan utang/pinjaman berdasarkan ' poran keuangan BLUD yang 
I telah disusun. 

I. 


